
BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 29 TAHUN
2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BEI,ANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

Menimbang

Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O04 Nomor 5, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undarg Nomor 25 Tahun 20O4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (L,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1O4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi
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: a. bahwa berdasarkan hasil rapat Tim Anggaran Pemerintah
Daerah (TAPD) terkait permohonan penyesuaian €rnggzrran
masing-masing Perangkat Daerah, serta untuk
menindaklanjuti kebijakan pusat terkait Rincian Insentif
Desa Tahun 2024 dan Rincian Alokasi Insentif Fiskal
Tahun 2O24 dan dengan telah dilakukan penyaluran
Remunerasi Dana TDF ke RKUD, maka sesuai ketentuan
Pasal 155 ayat (21 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok
Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, perlu dilakukan perubahan Peraturan
Bupati Lombok Utara Nomor 29 Tahun 2024 terrlang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor
29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun lnggaran 2024;

/



Nusa Tenggara Barat (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4872);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terrtarrg
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O23 Nomor 41, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O22 Nomor 4, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2024 (I*mbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6896);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 20OO tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O0O Nomor 2lO, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2O09 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49721
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang Bantuan Keuangan
Partai Politik (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O18 Nomor 1, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6177);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O10 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O10 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

72. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O17 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor l8 Tahun 2077 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor lO6,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6O57) sebagaimana diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

{



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6847);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tarl&,ahan
Icmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1OO, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

17. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 52 Tahun 2O12
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Ta}run 2Ol7
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban
Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1O67);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan l,aporan
Pertanggungiawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630) sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2O20
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran Dalam Angaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaiuran, dan taporan
Pertanggungiawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2O2O Nomor 17771;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahwn 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
@erita Negara Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor
1781);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2O21 Nomor 431);

(



22. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 15 Tahun 2O23
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Dana Beg Hasil Dan/Atau Dana
Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Non Trrnai
Melalui Fasilitas Trea.sury Deposit Facilitg (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 218)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun
2023 tentang Pengelolaan Dana Bag: Hasil Dan/Atau
Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Non
Tunai Melalui Fasilitas Tleasury Deposit Facilfu (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O24 Nomor 167);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 1

Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lombok Utara Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan
kmbaran Daerah Kabupaten lombok Utara Nomor
to2l;

MEMUTUSI{AN:

Menetapkan

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati lombok Utara Nomor 29 Tahun
2O24 terrtang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2O24 (Benta Daerah Kabupaten l,ombok Utara Tahun
2024 Nomor 29) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O24 semula
Rp1.164.9O8.324.670,- menjadi Rp1.179.763.835.379,- naik sebesar
Rp 1 4. 855. 5 1 O. 709, - dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
a. Semnla Rp. 1.L43.491.426.O32
b.Bertambah/(Berkurang) Rp. 14.855.510.709
Jumlah Pendapatan setel,ah Perubahan Rp. 1.158.346.936.741

2. Belanja Daerah
a. Semula Rp. 1.L59.9OA324.67O
b.Bertambah/fBerkurang) Rp. 14.855.510.709

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.174.763.835.379
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. -16.416.898.638

(

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2024 TENTANG
PENJABARAN PERUBA}IAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024



3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1). Semula Rp. 21.416.898.638
2). Bertambah/(Berkurang) Rp. 0.O0
Jumlah pembiayaan penerimaan setelah Rp.
Perubahan

b. Pengeluaran
1). Semula Rp. 5.0O0.0OO.OO0
2). Bertambah/(Berkurang) Rp. O0,O0
Jumlah penerimaan pengeluaran setelah Rp.
Perubahan
Pembiayaan Netto Rp.
Sisa lebih pembiayaan setelah perubahan Rp.

21.416.898.638

5.000.000.000

16.416.898.638
00,o0

(

2. Ketentuan Pasal 3 ang]<a 2 diubah, sehingga Pasal 3 an$<a 2 berbunyi
sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengaa penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok
Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 8 November 2O24

BUPATI MBOKUTARA, T

,1
H. DJOHAN S]AMSU

Diundangkan di Tanjung
tanggal 8 November 2O24

SEKRETARIS DAERAH
KAEIUPATEN LOMBOK UTARA,

ANDING UWI I

(,

BEzuTA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2024 NOMOR 34

Pasal II

I


